SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TAGLINE BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan
fungsi kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan
berorientasi pada pelayanan, diperlukan penerapan
budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai organisasi
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar;

b. bahwa guna memastikan konsistensi perilaku kerja
serta  peningkatan kinerja aparatur, diperlukan
penerapan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karanganyar;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar tentang Penetapan Tagline Budaya Kerja
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan
Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
671);
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7.

10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesai
Tahun 2020 Nomor 442);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2012 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Komisi Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN TAGLINE BUDAYA

KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR.

Menetapkan “BERES” sebagai Tagline Budaya Kerja di

Lingkungan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Karanganyar.

Tagline “BERES” sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, yaitu budaya kerja Becik dan Resik, yang

bermakna:

a. Becik mengadung filosofi tentang komitmen pelayanan
KPU Kabupaten Karanganyar yang Bersih, Cepat dan
Terbaik;

b. Resik mengadung filosofi budaya kerja KPU Kabupaten
Karanganyar yang Ramah, Efisiensi, Semangat, Inovatif
dan Kredibel.

Tagline “BERES” sebagimana dimaksud pada Diktum

KEDUA, menjadi pedoman budaya kerja bagi seluruh

Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karanganyar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

ParfiSingsig an Hubungan Masyarakat DARYONO
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